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WALIKOTA MAKASSAR 

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR 
                           NOMOR :  8 Tahun 2006               
180.05/2008 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 
TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER 
DAN  KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN  RAKYAT DAERAH KOTA  MAKASSAR 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA MAKASSAR, 

 
Menimbang :   bahwa berdasarkan ketentuan Pearturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang 
perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, maka dipandang 
perlu membentuk Peraturan Daerah Kota 
Makassar tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2005 
tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar. 
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Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1987 
tentang Protokoler (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 
43,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 3363); 

 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003  

tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4286); 

 
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 

tentang Susunan dan Kedudukan Majelis 
Permusyawaratan rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
92, Tambahan  Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4310); 

 
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

 
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 

tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
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Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

 
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia                        
Nomor 4437); 

 
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara 
pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004  Nomor 126 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4438); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 

1990 tentang Ketentuan Keprotokolan 
Mengenai tata Tempat, tata Upacara, 
dan Tata Penghormatan  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3432); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 

2000 tentang Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4022); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 

2000 tentang Kedudukan Walikota dan 
Wakil Walikota  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
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210, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4090); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Pedoman Penyusunan 
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
91, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4417); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 

2005 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
24 Tahun 2004 tentang  Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4540); 
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16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 

7 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok 
pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Makassar 
Tahun 2004 Nomor 20 Seri A Nomor 5); 

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 
29 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan 
Pengawasan keuangan Daerah serta 
Tata cara Penyusunan Anggaran 
pendapatan dan Belanja Daerah, 
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan 
Daerah dan Penyusunan Perhitungan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

 
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

152 Tahun 2004 tentang Pedoman 
Pengelolaan Barang Daerah. 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA 

MAKASSAR 
dan 

WALIKOTA MAKASSAR 
 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH KOTA 
MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA 
MAKASSAR NOMOR 1 TAHUN 2005 
TENTANG KEDUDUKAN 
PROTOKOLER DAN KEUANGAN 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
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PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KOTA MAKASSAR. 

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota 
Makassar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar (Lembaran 
daerah Nomor 1 Seri A Nomor 1) diubah sebagai berikut : 
 
1. Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 19 diubah, sehingga 

Pasal 1 Angka 19 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 
 
19. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang 

disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 
berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, 
penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan 
perlengkapannya, rumah dinas dan 
perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan pimpinan 
DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka 
wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah. 
 

2. Ketetuan pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 14 
berbunyi sebagai  berikut : 

 
Pasal 14 

 
Pimpinan atau Angggota DPRD yang duduk dalam Panitia 
Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau badan 
Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, 
diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut : 
 

a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengan persen) dari 
Tunjangan jabatan Ketua DPRD; 
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b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima persen) dari 
Tunjangan Jabatan Ketua DPRD; 

 

c. Sekretaris sebesar 4 % (empat persen) dari 
Tunjangan Jabatan Ketua DPRD; 

 

d. Anggota sebesar 3 % 9tiga persen) dari Tunjangan 
Jabatan Ketua DPRD. 

 
3. Ketetuan pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 

berbunyi sebagai  berikut : 
 

 

Pasal 16 
 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya 
diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam 
bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan 
kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Daerah; 

(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang 
mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu 
suami atau istri dan 2 (dua) orang anak; 

(3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) termasuk biaya general check – up 1 
(satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan 
Anggota DPRD; 

(4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud 
ayat (1) dibebankan pada APBD. 

 
4. Ketetuan pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 

berbunyi sebagai  berikut : 
 

Pasal 20 
 

(1) Dalam hal Pemerintah daerah belum dapat 
menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah 
dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan 
diberikan tunjangan perumahan; 
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(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan 
dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal 
pengucapan sumaph/janji; 

(3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana 
dimaksud ayat (2) harus memperhatikan asas 
kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar 
harga setempat yang berlaku; 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan 
perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
ditetapkan dengan Pearturan Kepala Daerah. 

 
5. Penjelasan Pasal 21 diubah sebagaimana tercantum 

dalam penjelasan. 
 

6. Ketentuan pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 
berbunyi sebagai  berikut : 

 
Pasal 24 

 
(1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk 

mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang 
DPRD; 

(2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja 
yang ditetapkan Pimpinan DPRD; 

(3) Rencana Kerja DPRD dapat berupa kegiatan : 
a. Rapat – rapat; 
b. Kunjungan Kerja; 
c. Penyiapan rancangan Peraturan Daerah, 

pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah; 
d. Peningkatan suber daya manusia dan 

profesionalisme; 
e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan 

dan kemasyarakatan. 
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7. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 25 disisipkan 1 
(satu) ayat, yakni ayat (2a), dan ketentuan Pasal 25 
ayat (3) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai  
berikut : 
 

Pasal 25 
 

(1) Sekretaris DPRD menyususn belanja DPRD yang 
terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan 
Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan 
dan Anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan 
DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja 
dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Sekretariat DPRD; 

(2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam 
ketentuan Pasal 10 dianggarkan dalam Pos DPRD; 

(2a) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tersebut dalam ketentuan dalam Pasal 20 
dianggarkan dalam Pos DPRD; 

(3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota 
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tersebut dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 
21, Pasal 22, dan Pasal 23 ayat (2) serta Belanja 
Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam Pos 
Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis 
belanja sebagai berikut : 
  
a. Belanja Pegawai; 
b. Belanja Barang dan Jasa; 
c. Belanja Perjalanan Dinas; 
d. Belanja Pemeliharaan; 
e. Belanja Modal. 
 

(4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh 
Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal II 

 
Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan 
dalam Berita Daerah Kota Makassar. 
 

                                                      
Ditetapkan di Makassar 

        Pada tanggal 03 Oktober 2006 
 
        WAKIL WALIKOTA MAKASSAR, 

 
 
 
 

       H. A. HERRY ISKANDAR 
 
 
 
Diundangkan di  Makassar  
Pada tanggal  03 Oktober 2006 
 
SEKRETARIS DAERAH, 
 
 
 
 
H. SUPOMO GUNTUR 
 
 
LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 8 
TAHUN 2006 SERI A NOMOR 3 
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PENJELASAN 
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR 
NOMOR 8 TAHUN 2006 

 
TENTANG  

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 
TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER 
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR 

 
I. UMUM 

 
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Makassar sebagai pelaksanaan pasal 28 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam pelaksanaannya terdapat 
perbedaan penafsiran pasal-pasal dan penjelasan pasal 
tertentu. 
 

Selain hal tersebut, dengan berlakunya Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah maka pengaturan mengenai badan Kehormatan 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu 
disesuaikan dengan Undang-undang tersebut. 

 
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 

Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
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Rakyat Daerah Kota Makassar selain dimaksudkan 
untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang 
Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah juga sekaligus untuk lebih 
menjamin kepastian dan ketertiban hukum, memberikan 
rasa keadilan, menghilangkan berbagai penafsiran yang 
timbul, juga untuk menunjang kelancaran pelaksanaan 
tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah. 

 
II. PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal I 

 
Angka 1 

 
Pasal 1 

 
Cukup Jelas 

 
Angka 2 

 
Pasal 14 

 
Cukup Jelas 

 
 
 
 
  
Angka 3 

 
Pasal 16 

 
Ayat (1) 
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Yang dimaksud dengan “pemeliharaan 
kesehatan” adalah upaya kesehatan yang 
meliputi peningkatan, penyembuhan dan 
pemulihan kesehatan. 
Besarnya premi asuransi bagi Pimpinan 
dan Anggota DPRD paling tinggi sama 
dengan besarnya premi asuransi Kepala 
Daerah yang bersangkutan. 

 
Ayat (2) 

  
Yang dimaksud dengan suami atau istri 
adalah 1 (satu) orang suami atau 1 (satu) 
orang istri. 
 

Ayat (3) 
 

Cukup Jelas 
 
Ayat (4) 
 

Cukup Jelas 
 

Angka 4 
 

Pasal 20 
 

Cukup Jelas 
 
Angka 5 

 
Pasal 24 

 
Ayat (1) 
 

Pakaian Dinas beserta atributnya terdiri 
atas : 
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a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 
(dua) pasang dalam 1 (satu) tahun; 

b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 
(satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; 

c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 
(satu) pasang dalam 5 (lima) tahun; 

d. Pakaian Sipil Harian Lengan panjang 
disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 
(satu) tahun. 
 

Ayat (2) 
  
Penetapan standar satuan harga dan 
kualitas bahan pakai.dinas 
mempertimbangkan prinsip penghematan, 
kepatutan, dan kewajaran. 
 

Angka 6 
 

Pasal 24 
 

Cukup Jelas 
Angka 7 

 
Pasal 25 

 
Ayat (1) 
 

Cukup Jelas 
 

Ayat (2) 
 

Cukup Jelas 
 

Ayat (2a) 
 

Cukup Jelas 
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Ayat (3) 
 

Yang dimaksud dengan “diuraikan ke 
dalam jenis belanja” adalah sebagai 
berikut : 
 
a. Belanja pegawai antara lain untuk 

kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan 
Pegawai Sekretariat DPRD sesuai 
dengan golongan jabatan. 

b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk 
kebutuhan belanja barang dan jasa 
habis pakai, seperti alat tulis kantor, 
pakaian dinas Pimpinan dan Anggota 
DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, 
premi asuransi kesehatan, komsumsi 
rapat daerah, belanja listrik, telepon, 
air, gas, dan ongkos kantor lainnya. 

c. Belanja perjalanan dinas yaitu belanja 
perjalanan Pimpinan dan Anggota 
DPRD dalam rangka melaksanakan 
tugasnya atas nama lembaga 
perwakilan rakyat daerah baik di dalam 
daerah maupun ke luar daerah yang 
besarnya disesuaikan dengan standar 
perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil 
Tingkat A yang ditetapkan oleh Kepala 
Daerah. 

d. Belanja pemeliharan antara lain 
pemeliharaan sarana dan prasarana 
gedung kantor DPRD dan Sekretariat 
DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan 
rumah dinas Anggota DPRD dan 
Kendaran Dinas Pimpinan DPRD. 

e. Belanja modal antara untuk kebutuhan 
pembangunan/perluasan/penambahan 
gedung kantor/rumah jabatan/rumah 
dinas, pengadaan 
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perlengkapan/peralatan rumah jabatan 
Pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas 
anggota DPRD, 
perlengkapan/peralatan kantor, 
pengadaan kendaraan dinas Pimpinan 
DPRD, yang sifatnya menambah nilai 
kekayaan daerah. 

Ayat (1) 
 

Cukup Jelas 
 

Pasal II 
 

Cukup Jelas 
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 PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR 
Nomor 2 Tahun 2008 

 
TENTANG 

 
PEMBINAAN  ANAK JALANAN, GELANDANGAN,  PENGEMIS 

DAN PENGAMEN DI KOTA MAKASSAR 
 

DENGAN RAHMAT  TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA  MAKASSAR, 
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Menimbang : a.  bahwa dalam rangka menjunjung tinggi nilai-
nilai keadilan, ketertiban dan kemanfaatan 
sesuai Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, maka dipandang perlu dilakukan 
pembinaan terhadap anak jalanan, 
gelandangan, pengemis dan pengamen 
agar mereka dapat menjadi warga Kota 
Makassar yang lebih  bermartabat;  

 
 b. bahwa  mengingat keberadaan anak 

jalanan, gelandangan,   pengemis dan 
pengamen cenderung membahayakan 
dirinya sendiri dan/atau orang lain dan 
ketentraman di tempat umum serta 
memungkinkan mereka menjadi sasaran 
eksploitasi dan tindak kekerasan, sehingga 
perlu segera dilakukan penanganan secara 
konfrehensif, terpadu dan 
berkesinambungan; 

 
c.  bahwa pengaturan pembinaan anak 

Jalanan, gelandangan,  pengemis dan 
pengamen yang ada tidak memadai lagi 
sehingga dipandang perlu membentuk 
Peraturan Daerah;  

d.  bahwa berdasarkan  pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b 
dan c  di atas, maka dipandang perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang 
Pembinaan anak jalanan, gelandangan,  
pengemis  dan pengamen; 

 
Mengingat : 1.  Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 

tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822); 

 
 2.  Undang-undang Nomor 6 tahun 1974 

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Nomor 3039); 

 
 3.  Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 

tentang Kesejahteraan Anak  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1979 
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor   3143); 

 
 4.  Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 

Tentang Penyandang Cacat (Lembaran 
Negara  Republik IndonesiaI Tahun 1997 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 3134); 

   
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak (Lembaran 
Negara Repubik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
4235); 

 
 6.   Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 

Tentang Ketenaga Kerjaan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4279 ); 

  
7. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 

Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3389); 

 
8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4419); 
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9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437); 

 
10. Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 

tentang Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4444); 

   
11.  Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1971 

tentang Perubahan Batas-Batas Daerah 
Kota Makassar dan Kabupaten-kabupaten 
Gowa, Maros, dan Pangkajene dan 
Kepulauan dalam lingkungan daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 65 
Tahun 1971, tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 2970); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 

1980 tentang Penanggulangan 
Gelandangan  dan Pengemis (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun  1980 
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3177); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 

1999 tentang Perubahan nama Kota Ujung 
Pandang menjadi Kota Makassar dalam 
wilayah Provinsi Sulawesi Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun  1999  Nomor  193); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 

2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; 
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15. Keputusan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 40 tahun 1983 tentang Koordinasi 
Usaha Kesejahteraan Sosial Gelandangan  
dan Pengemis; 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR 

DAN 
WALIKOTA MAKASSAR 

 
MEMUTUSKAN 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR 

TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, 
GELANDANGAN,  PENGEMIS  DAN 
PENGAMEN  

 
BAB  I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 
 
 

a. Kota adalah Kota Makassar ; 
b. Walikota adalah Walikota Makassar; 
c. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada 

Pemerintah Kota Makassar yang bertanggung jawab kepada 
Walikota Makasar dalam rangka penyelenggaraan 
Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas 
Daerah dan Lembaga Teknis  Daerah, Kecamatan dan 
Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan 
daerah; 

d. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Makassar; 
e. Instansi terkait adalah unsur POLRI, unsur Pengadilan 

Negeri dan unsur Kejaksaan Negeri serta unit kerja dalam 
lingkup Pemerintah Kota Makassar yang mempunyai 
relevansi tupoksi dengan masalah anak jalanan, 
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gelandangan pengemis dan pengamen serta unit kerja Dinas 
Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat Provinsi 
Sulawesi Selatan ; 

f. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan 
penghidupan sosial baik materil maupun spiritual yang 
diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman 
lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara 
mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, 
rohaniah yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga dan 
masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi 
manusia serta tanggung jawab sosial; 

g. Organisasi Sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang 
dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum 
maupun yang tidak berbadan hukum berfungsi sebagai  
sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan 
kegiatan usaha kesejahteraan sosial.; 

h. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat 
pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk 
Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang 
wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, 
Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan 
serta perlindungan harkat dan martabat manusia;  

i.   Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib 
dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, 
masyarakat, pemerintah dan negara;   

 
j. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan 

penghidupan anak yang     dapat menjamin pertumbuhan 
dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohaniah, 
jasmaniah maupun lingkungan sosialnya;  

k.   Tempat Umum adalah tempat atau area yang diperuntukan 
untuk umum kecuali tempat ibadah; 

l.   Anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 
(delapanbelas) tahun;    

m.  Anak Jalanan  selanjutnya disebut Anjal adalah anak yang 
beraktifitas di jalanan antara 4 – 8 jam perhari; 

n.  Anak Jalanan Usia Balita adalah anak jalanan yang berusia 
0 - 5 tahun; 

o.  Anak Jalanan Usia Sekolah adalah anak jalanan yang 
berusia 6 - 15 tahun,; 

p.  Anak Jalanan Usia Produktif adalah anak jalanan yang 
berusia 14 - 18 tahun; 
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q.  Anak yang mempunyai masalah dijalanan adalah anak 
yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak 
terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang dieksploitasi 
dan anak yang berkeliaran di tempat   umum; 

r.  Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin 
dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang 
dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 
martabat, kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang mempunyai 
masalah dijalanan;  

s.  Jalanan adalah tempat untuk lalu lintas orang atau 
kendaraan, serta tempat fasilitas publik yang digunakan 
untuk lalu lintas orang yang diatur berdasarkan peraturan 
perundang-undangan; 

t. Pengguna Jalan adalah setiap orang yang menggunakan 
jalanan umum untuk lalu lintas orang atau kendaraan; 

u. Gelandangan  adalah seseorang yang hidup dalam keadaan 
tidak sesuai norma kehidupan yang layak dalam 
masyarakat, tidak mempunyai mata pencaharian dan tidak 
mempunyai tempat tinggal tetap; 

v.    Gelandangan  Psikotik adalah Gelandangan  yang 
mempunyai gangguan jiwa; 

w.   Pengemis adalah seseorang atau kelompok dan/atau 
bertindak atas nama lembaga sosial yang mendapatkan 
penghasilan dengan cara meminta-minta di jalanan dan/atau 
di tempat umum dengan berbagai  alasan untuk 
mengharapkan belas kasihan dari orang lain;  

x.   Pengemis Usia Produktif adalah pengemis yang berusia 19 - 
59 termasuk  pengemis yang bertindak atas nama lembaga 
sosial dan Panti Asuhan; 

y.    Pengemis Usia Lanjut adalah pengemis yang berusia 60 
tahun ke atas; 

z. Bekas penyandang penyakit kusta adalah seseorang yang 
menyandang penyakit kusta tetapi secara medis telah 
dinyatakan sembuh dengan mengalami kecacatan fisik; 

aa. Pengamen  adalah seseorang atau kelompok orang  yg 
melakukan apresiasi seni melalui suatu proses latihan 
dengan menampilkan  karya seni, yang dapat didengar dan 
dinikmati oleh orang lain, sehingga orang lain merasa 
terhibur yang kemudian orang lain memberikan jasa atau 
imbalan atas kegiatannya itu secara ikhlas; 
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bb. Pembinaan Pencegahan adalah kegiatan yang dilaksanakan 
secara terencana dan terorganisir untuk mencegah 
timbulnya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan 
pengamen di jalanan melalui pemantauan, pendataan, 
penelitian,  sosialisasi, pengawasan dan pengendalian yang 
dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup anak jalanan, 
gelandangan, pengemis dan pengamen;  

cc. Pembinaan Lanjutan adalah kegiatan yang dilaksanakan 
secara terencana dan  terorganisir dengan maksud 
menekan, meniadakan, mengurangi dan mencegah 
meluasnya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan 
pengamen untuk mewujudkan ketertiban di tempat umum; 

dd. Usaha Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi 
dan pemantapan taraf kesejahteraan sosial untuk 
memungkinkan para penyandang masalah kesejahteraan 
sosial mampu melaksanakan kembali fungsi sosialnya dalam 
tatanan kehidupan dan penghidupan bermasyarakat dan 
bernegara;  

ee.   Pembinaan adalah segala upaya atau kegiatan yang 
dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat untuk 
mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan  pengemis, 
pengamen dan keluarganya supaya dapat hidup dan 
mencari nafkah dengan tetap mengutamakan hak-hak dasar 
bagi kemanusiaan;  

 
ff.  Eksploitasi adalah memanfaatkan, memperalat dan 

memeras orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi 
atau lembaga baik material maupun non material;  

gg. Pelaku Eksploitasi adalah seseorang atau kelompok yang 
memperalat, memanfaatkan atau memeras seseorang untuk 
memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan 
orang yang memanfaatkan tenaga manusia secara tidak 
manusiawi; 

hh.   Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung atau ayah dan 
atau ibu tiri atau ayah dan atau ibu angkat dan atau wali; 

ii.   Tim Kelompok Kerja selanjutnya disebut Tim Pokja adalah 
gabungan yang terdiri dari berbagai unsur terkait dalam 
rangka pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis 
dan pengamen di Kota Makassar; 

jj. Pengungkapan dan pemahaman masalah (assessment) 
adalah suatu proses kegiatan pengumpulan dan analisis 
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data untuk mengungkapkan dan memahami masalah, 
kebutuhan, dan sistem sumber penerima pelayanan; 

kk. Lembaga yang mengatasnamakan lembaga sosial (panti 
asuhan) adalah  organisasi kemasyarakatan yang 
menghimpun dan mengurus anak terlantar, anak kurang 
mampu dan anak yatim piatu  yang melakukan kegiatan di 
tempat umum dengan cara mengemis; 
 

BAB  II 
ASAS, TUJUAN DAN SASARAN PEMBINAAN 

    
Pasal 2 

 
Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen 
dilakukan berdasarkan : 
a. Asas Pengayoman; 
b. Asas Kemanusiaan; 
c. Asas Kekeluargaan; 
d. Asas Keadilan;  
e. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum;  
f. Asas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan.  

 
Pasal 3 

 
Pembinaan  terhadap anak jalanan, gelandangan  pengemis  dan 
pengamen dilakukan dengan tujuan  : 
a.  memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta 

ketentraman masyarakat; 
b.  menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan 

martabat sebagai warga negara yang harus dihormati; 
c. menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah 

dalam mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan 
bermartabat; 

d.  menciptakan perlakuan yang adil dan proporsional dalam 
mewujudkan kehidupan bermasyarakat; 

e.  meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui 
kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat 
agar dapat hidup tenang dan damai; 

f. mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian antara 
kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan 
bangsa dan negara.  
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 Pasal 4 
 

Sasaran pembinaan anak jalanan, gelandangan,  pengemis  dan 
pengamen meliputi : 
a. anak yang berada di tempat umum yang berperilaku sebagai 

pengemis, pemulung dan pedagang asongan  yang dapat 
mengganggu ketertiban umum, keamananan dan kelancaran 
lalu lintas termasuk anak yang beraktifitas atas nama 
organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat 
(lsm) dan panti asuhan; 

b. pengamen yang melakukan aktifitas di jalanan berperilaku 
sebagai pengemis yang dapat membahayakan dirinya atau 
orang lain, keamanan dan kenyamanan  lalu lintas; 

c. gelandangan, pengemis termasuk pengemis eks kusta,  
gelandangan psikotik dan penyandang cacat yang 
mengemis di tempat umum; 

d. pengguna jalan yang memberi uang dan/atau barang di 
tempat umum dengan alasan beramal dan karena rasa belas 
kasihan kepada anak jalanan, gelandangan,  pengemis  dan 
pengamen; 

e. orang tua dan/atau keluarga anak jalanan, gelandangan, 
pengemis  dan pengamen; 

f. keluarga pengemis eks kusta dan penyandang kusta; 
g. pelaku eksploitasi baik  orang tua sendiri maupun orang lain 

yang dengan sengaja  menyuruh orang lain, keluarga dan 
mempekerjakan anak dibawah umur untuk turun ke jalanan 
sebagai pengemis. 

 
BAB III 

PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN,   
PENGEMIS  DAN PENGAMEN   

 
Bagian Pertama 

 
Program Pembinaan  

 
Pasal 5 

 
(1) Dalam mewujudkan tujuan pembinaan sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 3  Peraturan Daerah ini 
diselenggarakan program yang terencana dan terorganisir;  



27 
 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini 
dilakukan melalui pembinaan pencegahan, pembinaan 
lanjutan dan rehabilitasi sosial; 

(3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini 
diatur dengan Peraturan Walikota. 

 
Bagian Kedua 

 
Pembinaan  

 
Paragraf Satu 

Pembinaan  Pencegahan 
 

Pasal 6 
 

(1) Pembinaan Pencegahan dilakukan oleh pemerintah  
dan/atau masyarakat untuk mencegah berkembangnya dan 
meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas 
permasalahan penyebab adanya anak di jalanan, 
gelandangan,  pengemis  dan pengamen; 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini 
meliputi : 
a. pendataan; 
b. pemantauan, pengendalian dan pengawasan; 
c. sosialisasi;  
d. kampanye. 
 

(3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan 
(2) pasal ini dilakukan oleh perseorangan, keluarga, 
kelompok organisasi  kemasyarakatan, organisasi sosial dan 
instansi terkait; 

(4) Tata cara melakukan kerja sama dengan stake holder 
dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
pasal ini, pasal 21 ayat (5) dan pasal 32 ayat (7) Peraturan 
Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.  

 
Pasal 7 

 
(1)  Pendataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2)  

huruf  a Peraturan Daerah ini  dilakukan untuk memperoleh 
data yang benar tentang klasifikasi antara  anak jalanan, 
gelandangan, pengemis dan  pengamen; 
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(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  pasal ini 
dilakukan  oleh para pihak yang terlibat untuk pelaksanaan 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a  
Peraturan Daerah ini dengan menyiapkan instrumen 
pendataan yang memuat tentang nama, alamat, daftar 
keluarga, kondisi tempat tinggal, latar belakang kehidupan 
sosial ekonomi, asal daerah, pekerjaan, status keluarga dan 
permasalahan pokok yang dihadapi; 

(3) Pihak yang dimaksud ayat (2) pasal ini adalah Dinas Sosial 
dan/atau bekerja sama dengan instansi terkait serta 
lembaga swadaya masyarakat (LSM). 

 
Pasal 8 

 
(1) Pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap 

sumber - sumber atau penyebab munculnya anak jalanan, 
gelandangan, pengemis  dan pengamen sebagaimana 
dimaksud dalam pada Pasal 6 ayat  (2) huruf b Peraturan 
Daerah ini dilakukan dengan cara : 
a.  melakukan patroli di tempat umum yang dilakukan oleh 

Dinas Sosial  Kota Makassar; 
b. memberikan informasi tentang keberadaan anak jalanan, 

gelandangan  pengemis  dan pengamen yang melakukan 
aktifitas di tempat umum, secara perseorangan, keluarga 
maupun secara berkelompok.  

 
(2) Pemantauan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Dinas Sosial 
dan/atau bekerja sama dengan instansi terkait  serta unsur 
masyarakat. 

 
Pasal 9 

 
(1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) 

huruf c Peraturan Daerah ini yang dilakukan oleh instansi 
terkait, meliputi : 
a. sosialisasi secara langsung; 
b. sosialisasi secara tidak langsung. 

 (2) Sosialisasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a pasal ini dilakukan oleh Dinas Sosial dan 
instansi terkait dan dapat bekerja sama dengan kelompok, 
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organisasi sosial (Orsos) melalui kegiatan interaktif dan 
ceramah; 

(3) Sosialisasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b pasal ini dapat melalui media cetak 
maupun media elektronik; 

(4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2),dan 
(3) pasal ini ditujukan  

kepada perseorangan, keluarga, lembaga pendidikan, 
masyarakat, organisasi sosial (Orsos) dan instansi terkait. 

 
 Pasal 10 

 
(1) Kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) 

huruf d Peraturan Daerah ini untuk mengajak dan 
mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk ikut 
melaksanakan kegiatan pembinaan  dan pengendalian 
terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan 
pengamen; 

(2) Kampanye dilakukan melalui kegiatan yang 
mengikutsertakan kelompok-kelompok masyarakat tertentu 
baik dalam bentuk pertunjukan, pertandingan, lomba, orasi, 
pemasangan rambu-rambu tentang larangan memberi uang 
di jalanan; 

(3) Kegiatan kampanye dapat dilakukan bekerja sama dengan 
stakeholder yang memiliki kepedulian yang tidak mengikat; 

 
(4) Tata cara melakukan kerja sama dengan stake holder 

dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
pasal ini, pasal 21 ayat (5) dan pasal 32 ayat (7) Peraturan 
Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.   
         

Paragraf Dua 
Pembinaan Lanjutan 

 
Pasal 11 

 
(1)  Pembinaan lanjutan dilakukan terhadap anak jalanan, 

gelandangan  pengemis  dan pengamen sebagai upaya 
meminimalkan atau membebaskan  tempat - tempat umum 
dari anak jalanan, gelandangan,  pengemis  dan pengamen.  

(2)  Pembinaan Lanjutan dilakukan dengan cara :  
a.  Perlindungan;  
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b.  Pengendalian Sewaktu-waktu; 
c. Penampungan Sementara;  
d.  Pendekatan Awal; 
e.   Pengungkapan dan Pemahaman Masalah (assesment); 
f.   Pendampingan Sosial; 
g.  Rujukan. 

 
Pasal 12 

 
(1)  Perlindungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) 

huruf a Peraturan Daerah ini dilakukan untuk menghalangi 
anak jalanan,  gelandangan,  pengemis  dan pengamen 
untuk tidak turun di jalanan dengan cara melakukan posko 
yang berbasis di jalanan (in the street) dan tempat  umum 
pada titik-titik rawan dimana anak jalanan, gelandangan,  
pengemis  dan pengamen sering melakukan aktifitasnya; 

(2) Pelaksanaan posko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pasal ini dilakukan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan 
unsur Satuan Polisi Pamong Praja, unsur POLRI dan atau 
unsur instansi terkait, unsur mahasiswa, lembaga sosial 
masyarakat (LSM); 

(3)  Pelaksanaan posko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
pasal ini dilakukan kegiatan kampanye dan kegiatan 
sosialisasi; 

 
(4)  Pelaksanaan Posko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

pasal ini tidak dilakukan tindakan penangkapan  akan tetapi 
dilakukan tindakan pengungkapan masalah berdasarkan 
situasi dan kondisi pada saat dilakukan kegiatan posko 
tersebut. 

  
Pasal 13 

 
(1) Pengendalian sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini dilakukan oleh 
tim terpadu terdiri dari Dinas Sosial, unsur Satpol PP dan 
dapat dengan unsur POLRI; 

(2)  Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini 
adalah kegiatan   yang dilakukan secara koordinatif dengan 
instansi terkait  terhadap anak Jalanan, gelandangan,  
pengemis  dan pengamen serta kelompok atau perorangan 
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yang mengatasnamakan lembaga sosial dan/atau panti 
asuhan yang melakukan aktivitas di  tempat umum; 

(3)  Pengendalian sewaktu-waktu dilakukan dalam rangka 
perlindungan terhadap  anak jalanan, gelandangan,  
pengemis  dan pengamen serta kelompok atau perorangan 
yang mengatasnamakan lembaga sosial dengan 
memperhatikan hak-hak asasi manusia,  perlindungan anak 
dan tujuan pembinaan. 

 
Pasal 14 

 
(1) Penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 11 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini dilakukan 
pembinaan yang dilakukan dengan sistem panti sosial 
pemerintah dalam waktu maksimal 10 hari, bekerja sama 
dengan Pemerintah  Provinsi Sulawesi Selatan sebagai 
pemilik panti sosial pemerintah yang dimaksud; 

(2) Penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) pasal ini dilakukan dalam rangka pembinaan yang 
meliputi bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, 
bimbingan hukum dan permainan  adaptasi  sosial 
(outbound); 

 (3)  Selama dalam penampungan sementara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Dinas Sosial bersama 
unsur instansi terkait yang tergabung dalam tim pokja 
melindungi dan menjamin hak asasi anak yang 
bersangkutan, perlindungan anak dan tujuan pembinaan 
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 
 
 

Pasal 15 
 

(1) Pendekatan awal melalui identifikasi dan seleksi terhadap 
anak jalanan, gelandangan,  pengemis  dan pengamen 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d 
Peraturan Daerah ini dilakukan untuk menyeleksi 
berdasarkan indikator yang meliputi identitas diri, latar 
belakang pendidikan, status sosial dan permasalahan 
lingkungan sosial anak yang bersangkutan; 
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 (2)  Identifikasi dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pasal ini digunakan sebagai landasan untuk menentukan 
tahapan proses pembinaan selanjutnya.  
   

Pasal 16 
 

(1) Pengungkapan dan pemahaman masalah (assesment) 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf e 
Peraturan Daerah ini, dilakukan untuk memahami dan 
mendalami masalah yang dihadapi dan untuk pemenuhan 
kebutuhan  anak jalanan, gelandangan,  pengemis  dan 
pengamen;  

(2) Masalah dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pasal ini di 
bahas untuk selanjutnya dilakukan pembinaan sesuai 
potensi dan bakatnya masing-masing;  

(3) Pengungkapan dan pemahaman masalah (assesment) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dijadikan 
sebagai file permanen bagi setiap anak jalanan, 
gelandangan,  pengemis  dan pengamen. File tersebut akan 
digunakan untuk  pemantauan dan pembinaan selanjutnya; 

(4) Pengungkapan dan pemahaman masalah (assesment) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dilakukan 
dengan  studi kasus berdasarkan data yang diperoleh dan 
temu bahas (case conference).  

 
Pasal 17 

 
(1) Pendampingan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 

11 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah ini dilakukan melalui 
bimbingan individual terhadap anak jalanan, gelandangan,  
pengemis  dan pengamen serta keluarganya secara rutin 
dan berkesinambungan; 

(2) Pendampingan sosial  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pasal ini dapat dilakukan oleh pekerja sosial pemerintah 
maupun pekerja sosial swasta dan/atau lembaga sosial 
masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap penerima 
pelayanan. 

 
Pasal 18 

 
Rujukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf g 
Peraturan Daerah ini meliputi pelayanan kesehatan secara gratis, 
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memfasilitasi untuk mengikuti pendidikan formal dan non formal, 
pengembalian bersyarat, pembinaan rehabilitasi sosial melalui 
sistem dalam panti, rumah sakit jiwa bagi penyandang psikotik, 
rumah sakit kusta, pendampingan hukum, perlindungan khusus 
serta di proses secara hukum sesuai perundang-undangan yang 
berlaku. 

Paragraf Tiga 
Usaha Rehabilitasi Sosial 

 
Pasal 19 

 
(1) Untuk memantapkan taraf kesejahteraan sosial penerima 

pelayanan agar mereka mampu melakukan kembali fungsi 
sosialnya dalam tata kehidupan bermasyarakat maka harus 
diadakan rehabilitasi sosial; 

(2)  Sasaran usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) pasal ini adalah :  
-  Anak Jalanan Usia Produktif; 
-  Anak Jalanan Usia Balita; 
-  Anak Jalanan Usia Sekolah;  
-  Gelandangan Psikotik; 
-  Gelandangan Usia Lanjut; 
-  Pengemis Usia Produktif; 
-  Pengemis Usia Lanjut; 
-  Pengemis Eks Kusta 
 
-  Pengemis yang mengatasnamakan Lembaga Sosial atau 

Panti Asuhan; 
-  Pengamen yang beraktifitas di jalanan. 

(3)  Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan (2) pasal ini dilakukan melalui sistem panti dan/atau 
luar panti. 

 
Pasal 20 

 
Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 
ayat (2) Peraturan Daerah ini bagi  anak jalanan usia produktif, 
dengan  jenis kegiatan, yaitu : 
a. Bimbingan Mental Spiritual; 
b. Bimbingan Fisik; 
c. Bimbingan Sosial; 
d. Bimbingan  dan  Pelatihan Keterampilan;  
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e. Bantuan Stimulans Peralatan Kerja; 
f. Penempatan. 

 
Pasal 21 

 
(1)  Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 20 huruf a Peraturan Daerah ini dilakukan untuk 
membentuk sikap dan perilaku seseorang maupun kelompok 
sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat yang 
meliputi bimbingan keagamaan, bimbingan budi pekerti dan 
bimbingan norma-norma kehidupan; 

(2)   Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf 
b Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan olah raga dan 
pemeriksaan kesehatan;  

(3)  Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 
huruf c Peraturan Daerah ini sebagai upaya untuk 
memberikan motivasi dan menumbuh kembangkan 
kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam membantu 
memecahkan permasalahan sosial baik perorangan maupun 
secara berkelompok; 

(4)   Bimbingan dan pelatihan keterampilan  sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 20 huruf d Peraturan Daerah ini 
disesuaikan dengan kemampuan bakat individu dengan 
kebutuhan pasar kerja sebagai upaya dan bekal yang dapat 
digunakan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta 
menciptakan kemandirian individu; 

 
(5) Bimbingan dan pelatihan keterampilan  kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) pasal ini dilakukan di dalam panti 
rehabilitasi sosial dan/atau  dilaksanakan dalam bentuk kerja 
sama (kemitraan) dengan instansi terkait dan/atau stake 
holder; 

(6)   Bantuan stimulans peralatan kerja sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 20 huruf e Peraturan Daerah ini sebagai motivasi 
untuk mengembangkan usaha yang dimiliki sesuai dengan 
jenis keterampilan yang diperoleh; 

(7)   Penempatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf f 
Peraturan Daerah ini dilakukan untuk memfasilitasi penerima 
pelayanan yang memiliki keterampilan untuk memperoleh 
kesempatan kerja yang dapat menciptakan penghasilan 
pada tempat yang layak agar dapat hidup mandiri dan/atau  
kembali ke keluarga dan masyarakat. 
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Pasal 22 

 
(1) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 

19 ayat (2) Peraturan Daerah  ini bagi anak jalanan usia 
balita, dilakukan melalui pendekatan pembinaan dalam 
keluarga berupa pendampingan dan pemberian makanan 
tambahan; 

(2)    Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 
ini melakukan kegiatan Pendidikan Pra Sekolah yang 
mencakup permainan anak, pengembangan bakat dan 
minat; 

(3)    Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 
ini dilaksanakan oleh pekerja sosial profesional, pekerja 
sosial masyarakat, anggota lembaga  sosial masyarakat dan 
anggota karang taruna yang telah mengikuti bimbingan dan 
pelatihan pendampingan. 

 
Pasal 23 

 
Jenis usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada pada 
Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah  ini bagi anak jalanan usia 
sekolah,  meliputi  : 
a.   Bimbingan Mental Spiritual;  
b.   Bimbingan Fisik; 

 c.   Bimbingan Sosial; 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


